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A. Latar Belakang Masalah
Dalam lingkungan yang semakin dinamis dan kompetitif di mana organisasi

beroperasi, Organizational citizenhip behavior (OCB) dianggap sebagai kontribusi
yang sangat berharga bagi berfungsinya organisasi secara efektif. Definsi OCB
menurut Yates adalah perilaku individu yang bermanfaat bagi organisasi (Yates, 2014),
sedangkan menurut Azmi, definisi OCB atau perilaku kewarganegaraan organisasi
dicirikan oleh individu yang secara sukarela memberikan kontribusi sebagai peran
ekstra kepada organisasi di luar tugas pekerjaan mereka (Azmi, F. T., Desai, K., &
Jayakrishnan, 2016). Sedangkan Organ mendefinisikan OCB sebagai perilaku diskresi
yang melampaui pekerjaan resmi seseorang dan dimaksudkan untuk membantu orang
lain dalam organisasi atau untuk menunjukkan kesadaran dan dukungan terhadap
organisasi (Organ, 1997). Podsakoff mengungkapkan bahwa OCB berkorelasi tinggi
dengan loyalitas karyawan dan identifikasi karyawan dengan tujuan organisasi.
(Podsakoff et al., 2009). Peran OCB guru pendamping khusus (GPK) sangat penting
bagi pendidikan, peneliti percaya bahwa rendahnya OCB pada guru dapat
mempengaruhi kinerja akademik siswa dan keberhasilan organisasi. Oleh karena itu,
perlu untuk mengevaluasi faktor-faktor penentu keberhasilan organisasi dalam
kaitannya dengan upaya dan keterlibatan guru dalam organisasi (Cheasakul & Varma,
2016).

Inklusi adalah sebuah konsep yang oleh banyak pendidik di seluruh dunia masih
sulit untuk dipahami. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menggabungkan

layanan yang ada seperti di sekolah luar biasa dengan pendidikan reguler dalam
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satu sistem pendidikan atau memberi tempat untuk anak berkebutuhan khusus (ABK)
di sekolah biasa, sehingga ABK melalui pendidikan inklusif ini dapat menimba ilmu
pada sekolah biasa atau regular yang berada dekat di sekitar rumah mereka (Alfian,
2013)

Pendidikan inklusif sesuai dengan deklarasi PBB mengenai Hak Azasi
Manusia (HAM), yaitu memberikan hak pendidikan dan partisipasi penuh bagi
semua orang dalam pendidikan. Konteks pendidikan terhadap ABK diperkuat dengan
lahirnya deklarasi the salamanca statement and framework for action on special
needs education tahun 1994 yang memberikan kewajiban bagi sekolah untuk
mengakomodasi semua anak termasuk anak-anak yang memiliki kelainan fisik,
intelektual, sosial, emosional, linguistik maupun kelainan lainnya (Indriawati, 2013)
Kehadiran pendidikan inklusif juga ditunjang oleh deklarasi yang disetujui oleh
sebagian besar negara di dunia

Di Indonesia pendidikan inklusi dipelopori pada Deklarasi Bandung tahun
2004 yang menyatakan bahwasanya berhak mendapatkan kesamaan dalam
berbicara, memperoleh pendidikan, kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan
sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945. Di Indonesia pendidikan inklusif
dipayungi oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
PP 19/2007 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam undang-undang tentang
sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak
yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Warga negara yang
dimaksud adalah mereka yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, mereka
yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, intelektual dan sosial. Selanjutnya

secara operasional di lapangan didukung oleh Permendiknas nomor 70 tahun 2009
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tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (Alfian, 2013).

Inklusi harus melibatkan beberapa dukungan pelayanan kepada anak, bukan
hanya memindahkan anak ke layanan tersebut, dan mengharuskan anak tersebut untuk
mendapatkan manfaat ketika berada di kelas. Inklusi juga harus menjamin siswa
disabilities atau anak berkebutuhan khusus (ABK) mendapatkan pelayanan seperti
yang ada di dalam kurikulum pendidikan umum baik secara fisik, sosial, maupun
instruksional, hal tersebut harus didukung oleh guru umum dan guru pendamping
khusus (GPK) yang bekerja sama untuk memodifikasi dan melengkapi pelayanan
sehingga dapat yang meningkatkan kemampuan individu anak menjadi sukses.
Kebijakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan inklusi di Indonesia
membutuhkan instrument input yang memadai sebagai penunjang keberhasilan
program inklusi. Salah satu diantaranya adalah peran profesional dari Guru
Pembimbing Khusus (GPK). Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang
bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki
kompetensi dalam menangani siswa berkebutuhan khusus (Indriawati, 2013).
Namun, berdasarkan wawancara dengan Ibu Mia, Kepala Sekolah SMP 47 Kota
Bandung, penyediaan guru GPK yang mengerti secara utuh tentang pengajaran inklusi
belum tersedia, sehingga beliau memberdayakan guru BP dengan memberikan
tambahan pelatihan bimtek inklusi untuk mengajarkan anak ABK, hal ini adalah
permasalahan yang dihadapi di sekolah inklusi dan merupakan bukti OCB di daerah
Jawa Barat dimana guru menjalankan tugas tambahan dengan sukalera. Dapat
disimpulkan bahwa OCB sangat diperlukan dalam pendidikan inklusi khususnya di

SMP wilayah Jawa Barat.



Taylor, Yates, Meyer, & Kinsella mendefinisikan Kepemimpinan sebagai
memberikan arahan, proses, dan koordinasi kepada anggota organisasi dalam rangka
mencapai tujuan organisasi. Hal ini mencakup bagian "formal™ dari kepemimpinan
seperti menetapkan visi dan misi untuk organisasi, menciptakan dan menyelaraskan
proses dan prosedur, orang dan infrastruktur, dalam rangka mencapai tujuan organisasi
(Taylor et al., 2011). Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu
keberhasilan sebuah sekolah khususnya di SMP. Kepala sekolah adalah pemimpin
sekolah yang paling bertanggung jawab mewujudkan visi misi sekolah tersebut.
Dalam hubungannya dengan pengelolaan pendidikan inklusif, Mudjito mengatakan
bahwa Kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi OCB guru. Kebijakan kepala
sekolah merupakan implementasi perannya sebagai pemimpin dalam memimpin
sekolah. Kegiatan-kegiatan sebagai pemimpin sekolah inilah yang selanjutnya akan
di persepsikan oleh semua bawahan termasuk para guru. Persepsi guru merupakan
segenap pemahaman dan pengetahuan guru dalam menilai keterampilan manajerial
yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah selama Kepemimpinan (Mudijito,
2012). Salah satu contoh Kepemimpinan kepala sekolah inklusif pada Kepala Sekolah
Islam Fitrah Al Fikri di Depok Jawa Barat yang berhasil membuat sebuah divisi khusus
yaitu Learning Support Center SIF Al Fikri (LSC SIF Al Fikri) sebagai upaya
memaksimalkan dukungan terhadap program pendidikan Inklusif. Learning Support
Center SIF Al Fikri yang merupakan substitusi dari Bimbingan Konseling (BK)
berfungsi memberikan bantuan dan layanan kepada siswa yang mengalami hambatan
dalam proses pembelajaran siswa ABK. Bentuk program yang diberikan berupa
layanan konseling, penyediaan guru pendamping khusus (Aide Teacher), IEP

(Individual Education Program), pengembangan Potensi Diri dan Social Skill
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ABK.(AI Fikri, 2018). OCB adalah isu krusial dalam arena kepemimpinan pendidikan
untuk meningkatkan kinerja akademik guru sekolah (Shrestha & Subedi, 2020).

Supaya sikap OCB para guru menjadi baik, maka keefektifan kiprah seorang
pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai
pemimpin profesional, seorang kepala sekolah harus dapat mempengaruhi seluruh
warga sekolah yang dipimpinnya melalui cara-cara yang positif untuk mencapai tujuan
pendidikan pada sekolah. Kepemimpinan sangat cocok diterapkan pada lingkungan
sekolah yang bergerak maju dan mempunyai guru yang merupakan tenaga profesional,
berpendidikan dan memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi. Pemimpin harus mampu
memberikan perhatian terhadap kebutuhan pengembangan diri para pengikutnya,
mengubah kesadaran serta cara pandang para pengikut terhadap masalah yang terjadi, dan
menginspirasi para pengikutnya untuk bekerja keras guna mencapai tujuan-tujuan bersama
dalam hal ini mampu meningkatkan OCB guru. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuli
Kepala Sekolah SMP Mutiara Bunda Kota Bandung, peran kepemimpinan kepala sekolah
sangat penting dalam mengatur sekolah inklusi dan guru GPK. Sebagai tambahan
berdasarkan wawancara dengan Bapak Endang kepala sekolah SMP Nugraha Kota
Bandung menyatakan sikap dari kepala sekolah SMP di Jawa Barat terhadap program
Inklusi cukup beragam ada yang merasa keberatan karena harus mengeluarkan
anggaran tambahan dari biaya operasional sekolah (BOS), namun ada yang menerima
karena sudah ada peraturan daerah mengenai program inklusi ini, sehingga peran
kepempimpinan kepala sekolah berhubungan erat dengan OCB guru GPK agar mereka
mempunyai motivasi untuk bekerja diluar dari pekerjaan intinya.

Emotional intelligence atau kecerdasan emosional, mengacu pada kemampuan

untuk mengekspresikan dan mengevaluasi emosi seseorang dan orang lain,
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mengendalikannya secara efisien, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari
khususnya dalam pekerjaan, Kejadian-kejadian kerja dapat memicu reaksi emosional
kepribadian baik positif atau negative dan suasana hati karyawan yang membuat
mereka cenderung untuk merespons dengan lebih baik atau intensitas yang lebih
rendah. Orang yang mendapat skor rendah pada stabilitas emosional lebih mungkin
untuk bereaksi kuat terhadap peristiwa negative demikian sebaliknya. Respon terhadap
kejadian Kkerja dapat berubah tergantung pada suasana hati, dan emosi dapat
memengaruhi sejumlah variabel kinerja dan kepuasan, seperti perilaku warga
organisasi (Robbins & Judge, 2013). Kecerdasan Emosional seorang guru berdasakan
Goleman terdapat lima faktor utama kecerdasan emosional yang dirangkum dalam
komponen-komponen berikut: Emotional self-awareness atau kesadaran diri
emosional; Managing one's own emotion atau mengelola emosi sendiri; Menggunakan
emosi untuk memaksimalkan pemrosesan intelektual dan pengambilan keputusan,
termasuk Kepuasan Kerja diri; Developing empathy atau mengembangkan empati; The
art of social relationships and managing emotions in others atau seni hubungan sosial
dan mengelola emosi pada orang lain (Madhar, 2010). Dalam dekade terakhir ini,
penelitian berkembang untuk mempelajari pentingnya kecerdasan emosional bagi guru
yang sukses. Pandangan bahwa guru dengan kompetensi kecerdasan emosi yang tinggi
lebih mungkin mendapatkan kesuksesan di tempat kerja daripada guru yang kurang
cerdas secara emosional. Para ahli telah mencatat bahwa keterampilan sosial diadalam
kecerdasan emosional sangat penting bagi guru, kecerdasan sosial menjadi penentu
yang semakin relevan tentang keberhasilan seorang guru (Anari, 2012). Bagi guru,
tidak cukup hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga penting memiliki

kecerdasan emosional (Valente et al., 2020). Kecedasan emosional juga berhubungan
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dengan OCB hal ini diperkuat dari hasil wawancara pendahuluan dengan Ibu Budi
sebagai guru GPK di SMP Mutiara Bunda di Kota Bandung, Jawa Barat mengatakan
bahwa kecerdasan emosional memberikan rasa empati dari guru GPK kepada guru
reguler yang merasa kewalahan dalam menghadapi murid ABK sehingga mereka
dengan sukalera atau OCB menjalani profesi sebagai GPK. Disamping itu Guru GPK
yang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi dapat menggunakannya secara
efektif untuk mengendalikan diri untuk mencapai hubungan yang produktif baik antar
guru maupun atasan nya, sehingga Kepuasan Kerja dan OCB nya dalam bekerja lebih
terwujud.

Tuntutan pekerjaan, stres kerja terjadi ketika permintaan psikologis untuk
pekerjaan tinggi dan kontrol atau pengambilan keputusan lemah. Masalah ini muncul
secara luas dalam pekerjaan yang membuat stres. Profesi guru merupakan contoh
pekerjaan yang penuh stress karena tingkat psikologis yang tinggi dalam menghadapi
bermacam Kkarakter murid. Stres kerja adalah salah satu faktor efektif yang
bertanggung jawab untuk mengembangkan konsekuensi fisik, mental, dan perilaku di
antara guru. Stres guru secara konsisten terbukti berhubungan negatif untuk
memprediksi tanggapan kognitif, emosional, dan perilaku guru secara berbeda.
Misalnya, stres guru berkorelasi negatif dengan kepuasan kerja guru dan komitmen
kerja (Skaalvik & Skaalvik, 2017). Penelitian lain tentang stres guru menunjukkan
bahwa guru yang paling menderita stres cenderung mereka kurang toleran terhadap
siswa mereka dan yang memiliki hubungan yang lebih buruk dengan siswa yang
mereka anggap sebagai tantangan (Kokkinos, C. M., Panayiotou, G., & Davazoglou,
2005). Dalam penelitian Abdul Hudha dkk yang dilakukan pada guru pendidikan

khusus yang bekerja pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Jawa Timur,
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menunjukkan bahwa sebagian besar (66,33%) guru pendidikan khusus (GPK) di
sekolah inklusif mengalami stress akibat kerja dalam kategori sedang (Hudha et al.,
2015). Disamping itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Afui, N., Arifin, A. H., &
Matriadi, F. yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Konflik Peran Dan Stres Kerja
Terhadap Organizational Citizenship  Behaviors Dan Organizational Citizenship
Behavior Pada Guru SD Di Uptd-Pk Nisam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa
stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap OCB pada guru SD di UPTD-
PK Nisam, (Afui et al., 2018). Dari pernyataan pernyataan diatas dapat disimpulkan
bahwa stress kerja yang rendah akan meningkatkan OCB seorang guru, hal ini
dikuatkan dengan pernyataan dari hasil dari wawancara dengan Bapak Endang selaku
kepala sekolah SMP Nugraha Kota Bandung.

Kepuasan kerja adalah sikap karyawan, termasuk gaji, promosi, pengawasan,
tunjangan tambahan, imbalan kontinjensi, prosedur operasi, rekan Kkerja, sifat
pekerjaan, dan komunikasi (Anari, 2012). Efek positif pada kesediaan guru atau OCB
untuk mengubah praktik pengajaran, merefleksikan apa yang telah atau tidak, telah
bekerja untuk mereka dan meningkatkan kepuasan kerja (Katz, 2015). Dari hasil
penelitian Maryati pada penelitian dampak Kepuasaan Kerja Dan Stres Kerja Dalam
Peningkatan Kinerja Guru SLB menunjukkan tingkat kepuasan GPK di sekolah adalah
bahwa sekalipun guru sudah merasa puas tetapi sekolah tetap perlu untuk
memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan kerja guru,
seperti mendukung guru untuk mengembangkan dirinya, menciptakan pekerjaan
yang menantang (Maryati, 2017). Kepuasan kerja bagi seorang guru sangat penting
untuk meningkatkan OCB, karena guru yang puas dalam bekerja akan mempunyai

sikap yang sukalera mengerjakan pekerjaan yang di luar tanggung jawab mereka.
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Jumlah GPK di Propinsi Jawa Barat berjumlah 158 orang, jumlah tersebut
kurang memadai dengan jumlah sekolah yang telah mengikuti program inklusi ini yaitu
sebesar 2.383 Sekolah SMP Inklusi (Kristiawati, 2016). Hal ini juga didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Titik Handayani dan Angga yang menyatakan dalam
implementasi kebijakan pendidikan inklusi, masih terdapat kekurangan guru, terutama
GPK. Artinya, kebijakan mengenai pengadaan dan pengembangan guru GPK, tidak
dapat dijalankan karena adanya kendala kurangnya sumber daya guru, Khususnya
GPK, di daerah. Keberadaan mereka masih dirasakan menjadi masalah utama,
khususnya bagi sekolah yang lokasinya terlalu jauh dari SLB, karena sering kali GPK
merupakan guru SLB yang mendapat tugas khusus. Penugasan khusus guru SLB
seringkali masih menjadi masalah karena kebijakan tentang hal ini belum berjalan

semestinya (Dan et al., 2014).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas Peneliti memilih masalah
Organization Citizenship Behavior sebagai topik utama penelitian dikarenakan
menjadi salah satu prioritas perbaikan yang menyangkut faktor utama keberhasilan
organisasi SMP Inklusi di Jawa Barat sebagaimana alasan-alasan yang telah dijelaskan
di atas. Peneliti mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
Organization Citizenship Behavior GPK di SMP Inklusi di Jawa Barat, beberapa
masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu hal-hal yang diduga menjadi
penyebab kurang optimalnya Organization Citizenship Behavior SMP Inklusi di Jawa
Barat, di antaranya adalah Kepemimpinan yang kurang tegas dari pimpinan unit kerja
yang menyebabkan kurangnya tingkat kedisiplinan dari GPK di lingkungan SMP

Inklusi di Jawa Barat hal ini terlihat masih banyaknya GPK yang kadang tidak datang
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atau terlambat ketika bekerja sehari hari, Dan adanya ketidak adilan yang dilakukan
oleh pemimpin dalam masalah menerapkan penempatan posisi dari pejabat-pejabat
lingkungan SMP Inklusi di Jawa Barat. Faktor sifat dan karakteristik pimpinan serta
cara- cara dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sangat berpengaruh pada
pembentukan OCB, pimpinan harus mempunyai sifat peduli, mengerti dan
berusaha akomodatif terhadap pendapat bawahan. Oleh karena itu Kepemimpinan
mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap OCB GPK.

Emotional Intelligence sangat penting dalam mempengaruhi pekerjaan GPK,
Emotional Intelligence yang kuat akan memiliki pengaruh yang besar terhadap
perilaku anggota-anggotanya karena kadar kebersamaan dan intensitas yang tinggi
menciptakan suasana internal berupa kendali perilaku yang tinggi. Salah satu
hasil spesifik dari Emotional Intelligence yang kuat adalah menciptakan kesepakatan
yang tinggi antar anggota mengenai apa yang diyakini organisasi. Keharmonisan tujuan
semacam ini membangun kekompakkan, loyalitas, dan Organization Citizenship
Behavior. Namun ketika pada lingkungan organisasi budaya yang tertanam adalah
budaya-budaya yang memiliki nilai negatif, maka pengaruh yang dapat ditimbulkan
akan mencemaskan bagi perkembangan organisasi itu sendiri di masa depan. Terdapat
beberapa aspek emosional yang berpengaruh terhadap kurang efektif dan efisiennya
kelancaran pelaksanaan tugas GPK selama ini. Emotional Intelligence yang bernilai
positif pada awalnya tentu diperuntukkan bagi kepentingan memperteguh nilai-nilai inti
organisasi, ketika bergeser menjadi suatu budaya organisasi yang bernilai negatif,
justru akan menghambat sebuah organisasi untuk mengalami perubahan menuju
keterwujudan yang lebih baik. Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat Emotional

Intelligence yang kurang kondusif terjadi di lingkungan SMP Inklusi di Jawa Barat
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sehingga GPK kurang memiliki OCB yang kuat dalam bekerja dan menyebabkan
Kinerjanya tidak optimal.

Seringkali perilaku GPK terkait dengan sistim Stress Kerja yang ada.
Dampaknya GPK kurang serius dalam melaksanakan kewajiban utamanya sebagai
GPK. Pada SMP Inklusi di Jawa Barat harus memiliki kinerja yang baik. Untuk
mewujudkannya harus didukung oleh GPK yang memiliki kemampuan yang tinggi.
Salah satu instrumen dalam pengembangan sumber daya guru adalah melalui sistim
Stress Kerja GPK. Jika stress kerja terlampau tinggi maka tentu saja menjadi sikap
negatif pada suatu ketika akan tampak dan akan mempengaruhi kinerja GPK.
Namun apabila stress kerja yang ada cukup rendah maka sikap positif GPK akan
tampak dalam OCB guru Sedangkan kepuasan kerja guru berarti telah terpenuhinya
segala harapannya dalam organisasi. Sehingga GPK menjadikan pekerjaannya suatu
hal yang penting. Oleh sebab itu GPK menjadikan organisasi sebagai obyek yang harus
diutamakan dalam hidupnya, agar terwujud Organization Citizenship Behavior GPK.

Kepuasan Kerja juga dapat mempengaruhi munculnya  Organization
Citizenship Behavior GPK jika GPK merasakan adanya faktor- faktor dalam
pekerjaan yang harus diraih dan dipertahankan, misalnya kenaikan jabatan atau
pangkat, atau gaji yang lebih tinggi. Namun jika SMP Inklusi di Jawa Barat tidak
dapat menerapkan jenjang karir yang jelas, tidak adanya keuntungan bagi GPK
yang menunjukkan prestasi kerja yang baik maka justru dapat menurunkan Kepuasan
Kerja GPK, namun jika sistem jenjang Kkarir jelas dan terdapat aturan mengenai bonus
dan kenaikan gaji berdasarkan prestasi yang dilakukan maka faktor Kepuasan Kerja

kerja akan memberikan pengaruh terhadap Organization Citizenship Behavior.
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Organization Citizenship Behavior di lingkungan SMP Inklusi di Jawa Barat
dapat ditingkatkan dengan lebih meningkatkan rasa kepedulian dan rasa memiliki
yang tinggi dari guru GPK dengan berusaha untuk selalu melibatkan dalam setiap
kegiatan sehingga dapat meningkatkan Kinerja, tentunya sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, antara lain dengan diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan,
pendidikan teknis lainnya dan sebagainya.

Penelitian ini berangkat fenomena gap atau empirical gap sebelum masuk ke

pembatasan masalah berikut pembatasn masalah dalam penelitian ini.

C. Pembatasan Masalah
Organization Citizenship Behavior GPK di SMP Inklusi di Jawa Barat dapat

dipengaruhi berbagai faktor yaitu kepuasan kerja, kepercayaan organisasi, lingkungan
kerja, stress pekerjaan, konflik internal organisasi, kesejahteraan karyawan,
Kepemimpinan atasan, hubungan antara atasan dan bawahan, Emotional Intelligence,
pemberdayaan karyawan, pengambilan keputusan, kebijakan organisasi, promosi jabatan,
pekerjaan yang menantang, dukungan rekan kerja, perlakuan yang adil, komunikasi atau
faktor-faktor lainnya, karena luasnya permasalahan dan berdasarkan uraian latar
belakang serta identifikasi masalah di atas, masalah utama yang timbul dan akan dikaji
dalam penelitian dibatasi kepada masalah yang berkaitan dengan Organization
Citizenship Behavior GPK di SMP Inklusi di Jawa Barat yang berkaitan dengan empat
variabel bebas yaitu Kepemimpinan , Emotional Intelligence, Stress Kerja, dan
Kepuasan Kerja. Secara praktis pemilihan empat variabel diduga mempengaruhi
Organization Citizenship Behavior GPK di SMP Inklusi di Jawa Barat dan memiliki

kaitan yang lebih kuat dengan masalah yang diteliti.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di

atas, perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian inl adalah;

1.

Apakah Kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap Organization Citizenship
Behavior?

Apakah Emotional Intelligence berpengaruh langsung terhadap Organization
Citizenship Behavior?

Apakah Stress Kerja berpengaruh langsung terhadap Organization Citizenship
Behavior ?

Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh langsung terhadap Organization Citizenship
Behavior?

Apakah Kepemimpinan Kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap Kepuasan
Kerja?

Apakah Emotional Intelligence berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Kerja?
Apakah Stress Kerja berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Kerja?

Apakah Kepemimpinan  berpengaruh tidak langsung terhadap Organization
Citizenship Behavior melalui kepuasan kerja?

Apakah Emotional Intelligence berpengaruh tidak langsung terhadap

Organization Citizenship Behavior melalui kepuasan kerja?

10. Apakah Stress Kerja berpengaruh tidak langsung terhadap Organization

Citizenship Behavior melalui kepuasan kerja?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi, dan pembatasan
masalah dan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai
berikut:
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10.

Menganalisis Pengaruh langsung Kepemimpinan terhadap Organization
Citizenship Behavior

Menganalisis Pengaruh langsung Emotional Intelligence terhadap Organization
Citizenship Behavior

Menganalisis Pengaruh langsung Stress Kerja terhadap Organization Citizenship
Behavior

Menganalisis Pengaruh langsung Kepuasan Kerja terhadap Organization
Citizenship Behavior

Menganalisis Pengaruh langsung Kepemimpinan Kepemimpinan  terhadap
Kepuasan Kerja

Menganalisis Pengaruh langsung Emotional Intelligence terhadap Kepuasan
Kerja

Menganalisis Pengaruh langsung Stress Kerja terhadap Kepuasan Kerja?
Menganalisis Pengaruh tidak langsung Kepemimpinan terhadap Organization
Citizenship Behavior melalui kepuasan kerja

Menganalisis Pengaruh tidak langsung Emotional Intelligence terhadap
Organization Citizenship Behavior melalui kepuasan kerja

Menganalisis Pengaruh tidak langsung Stress Kerja terhadap Organization

Citizenship Behavior melalui kepuasan kerja.

F. Signifikansi penelitian

Hasil penelitian ini secara teoritik dapat digunakan untuk meningkatkan

Organization Citizenship Behavior GPK dan memberi nuansa baru kepada manajemen

SDM untuk memperkaya wawasan, dan sebagai referensi dalam rangka melakukan

studi kajian untuk peningkatan dan pengembangan keilmuan, khususnya berkaitan
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dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Hasil peneliian ini dapat
digunakan sebagai dasar referensi bagi pihak pihak yang berkecimpung didalam dunia
penelitain seperti para peneliti, ilmuwan dan mahasiswa.

Penelitian ini dipandang dari segi praktis diharapkan dapat menjadi referensi dan
sumbangan pemikiran, data dan informasi bagi SMP Inklusi di Jawa Barat, umumnya
dan kepala sekolah secara khusus, untuk bahan pertimbangan dalam melakukan
pengembangan SDM, khususnya peningkatan Organization Citizenship Behavior GPK
pada masa yang akan datang. Untuk para praktisi lainnya, dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam pengembangan SDM khususnya yang menyangkut Organization
Citizenship Behavior.

Secara garis besar hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan
dalam melakukan pembinaan terhadap setiap unsur pimpinan di lingkungan SMP
Inklusi di Jawa Barat, dan yang paling penting adalah memberikan pemahaman secara
benar tentang Kepemimpinan, Emotional Intelligence, Stress Kerja, dan Kepuasan
Kerja serta keterkaitannya satu sama lain supaya dapat dijadikan sebagai sumber
rujukan bagi SMP Inklusi di Jawa Barat dalam pengambil kebijakan dan keputusan

guna meningkatkan Organization Citizenship Behavior.

G. Kebaharuan penelitian (state of arts)

Dalam penelitian ini penulis menemukan kebaharuan atau novelty yaitu belum
adanya penelitian yang meneliti Organization Citizenship Behavior GPK di SMP
Inklusi di Jawa Barat. Kebaharuan penelitian ini menarik karena Organization
Citizenship Behavior pada Guru GPK adalah sesuatu hal termasuk perlu ditingatkan

dalam rangka keberhasilan pendidikan nasional maupu didaerah.
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Dari segi kerangka penelitian, penelitian ini mempunyai kebaharuan atau
novelty dengan adanya variable kepuasan kerja sebagai variable intervening, disini
peneliti menguji hubungan tidak langsung antara variable Kepemimpinan, Emotional
Intelligence, Stress Kerja terhadap Organization Citizenship Behavior melalui variable
kepuaan kerja, dari hasil penelitian yang didapat adalah ada dampak signifikan variabel
kepuasan kerja sebagai variabel intervening baik itu hubungan Kepemimpinan
terhadap Organization Citizenship Behavior melalui variable kepuasan kerja, dan
hubungan Emotional Intelligence terhadap Organization Citizenship Behavior melalui
variable kepuasan kerja maaupun hubungan Stress Kerja terhadap Organization

Citizenship Behavior melalui variable kepuasan kerja.



